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KATA PENGANTAR


Puji dan syukur kami sampaikan kehadirat Allah SWT, karena hanya berkat rahmat dan karunianya, kami dapat menyusun Evaluasi Rencana Aksi fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat. Evaluasi  Rencana Aksi ini berisi evaluasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat.
Penyusunan Evaluasi  Rencana Aksi kinerja merupakan kewajiban sebagaimana dalam undang-undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Semoga Evaluasi  Rencana Aksi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 dapat diimplementasikan secara nyata dalam bentuk program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon. Atas jasa, bantuan dan kerjasama yang baik dari  semua  pihak dalam penyusunan laporan ini, kami ucapkan terimakasih. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya  kita semua. Amin


L i w a,                               2024

Kepala Dinas PMP
Kabupaten Lampung Barat,



Drs. SYAEKHUDDIN.,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680913 198909 1 002






EVALUASI RENCANA AKSI 2023

A. Tujuan dan Sasaran
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.
Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pekon Tahun 2023-2026 sebanyak 1 (satu) sasaran strategis.
Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pekon Kabupaten Lampung Barat sebagai berikut :
Tabel 1.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pekon Kabupaten Lampung Barat
	[bookmark: _GoBack]NO
	TUJUAN
	SASARAN
	INDIKATOR KINERJA
	SATUAN
	2023
	2024
	2025
	2026

	1
	Meningkatnya Kualitas pemerintah Desa
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintah Pekon Secara Partisipatif
	% Desa Mandiri 
	%
	39,69
	41,22
	43,51
	45,04



B. [bookmark: _Toc8]Indikator Kinerja Utama
Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor : 050/259.A/III.13/2019 Tahun 2019  tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Lampung Barat dan Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun 2017-2022.
Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pekon Kabupaten Lampung Barat tahun 2021 adalah sebagai berikut:
Tabel 1.2
Indikator Kinerja Utama
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pekon Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021
	NO
	SASARAN STRATEGIS
	INDIKATOR KINERJA
	SATUAN
	PENJELASAN

	
	
	
	
	ALASAN
	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN
	SUMBER DATA

	1
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintahan Pekon Secara Partisipatif
	Persentase Pekon dengan Status Mandiri
	%
	
Meningkatkan Status Pekon Mandiri di Lampung Barat
	
Jumlah Pekon mandiri dibagi jumlah pekon
	IDM Kemendes dan PDT Nomor 398.4.1 Tahun 2021



Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.
Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-pembandingan antara lain :
· kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
· kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
· Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
· kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
· kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.
Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2023 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 1 sasaran dan sebanyak 1 indikator kinerja dari sebanyak 1 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pekon Kabupaten Lampung Barat tahun 2023 - 2026, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :


	Sasaran 1

	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintah Pekon Secara Partisipatif



Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :
Tabel 3.6
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintah Pekon Secara Partisipatif
	No
	Indikator Kinerja
	Satuan
	Tahun 2022
	%
	Tahun 2023
	%

	
	
	
	Target
	Realisasi
	
	Target
	Realisasi
	

	1
	% Desa Mandiri 
	%
	11,45
	35,88
	100
	39,69
	38,93
	98,08



Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintah Pekon Secara Partisipatif dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :
Capaian kinerja nyata indikator 1 "% Desa Mandiri " adalah sebesar  dari target sebesar 39,69 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 98,08 %, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan.
Tahun 2023 adalah tahun ke 1 renstra, capaian kinerja indikator 1 "% Desa Mandiri " tahun ini adalah sebesar 98,08 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pekon maka capaian kinerjanya mencapai 100 %.
Capaian Kinerja  pada Tahun 2023 capaian Realisasi Tidak Mencapai Target yang  direncanakan karena hal ini tidak sesuai dengan target yang diharapkan (5 Pekon) dikarenakan adanya perubahan/penambahan adanya variable indicator yang semula sejumlah 719 variabel (th 2022) menjadi III2 variabel.
Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :


Grafik 2. Capaiannya Hasil Persentase Pekon Status Mandiri 


Tahun 2022 adalah tahun ke 5 renstra, capaian realisasinya kinerja indikator 1 "Persentase Pekon dengan Status Mandiri" tahun ini adalah sebesar 35,88 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pekon Pada Tahun 2023 capaian realisasi kinerjanya mencapai 38,93%.
Analisis Terkait Pencapaian Sasaran 1 Tahun 2023 : Meningkatnya Pemeberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintahan Pekon Secara Partisipatif.
Persentase Pekon dengan Status Mandiri
= Jumlah Pekon Mandiri x 100%
    Jumlah Pekon
= 51  x 100%
  131
= 39,69 %
Hasil perhitungan Indeks Desa Membangun ( IDM ) lampung Barat 2023

C. Analisis Pencapaian  Program  dan Kegiatan
Dalam Tahun Anggaran 2023 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pekon Kabupaten Lampung Barat dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2023 sebesar  Rp. 3.784.165.444 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 3.693.725.988, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pekon Kabupaten Lampung Barat kondisi anggaran adalah Silpa Rp. -90.439.258
1. Realisasi Program  dan Kegiatan

Realisasi Program dan Kegiatan yang dilaksanakan untuk Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah sebagai berikut  :
I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan  :
a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada Tahun Anggaran 2023 dengan jumlah dana sebesar Rp. 4.999.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.999.900,- sisa anggaran Rp. 0 atau sebesar 100% dana terserap dengan hasil Tertib dan Lancarnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.  
b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.
	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD pada Tahun Anggaran 2023 dengan jumlah dana sebesar Rp. 6.825.100,- dan terealisasi sebesar Rp. 6.825.100.,- sisa anggaran Rp. 0.,- atau sebesar 100 % dana terserap dengan hasil Tertib dan Lancarnya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD .
c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.
	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD pada Tahun Anggaran 2023 dengan jumlah dana sebesar Rp. 5.725.000,- dan terealisasi sebesar Rp 5.725.000,- sisa anggaran Rp.0,- atau sebesar 100% dana terserap dengan hasil Meningkatnya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.
d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.
	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD pada Tahun               Anggaran 2023 dengan jumlah dana sebesar Rp. 3.764.9900,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.739.900,- sisa anggaran Rp. 25.000,- atau sebesar 99,34% dana terserap dengan hasil Tertib dan Lancarnya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.
e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD.
	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD pada Tahun Anggaran 2023 dengan jumlah dana sebesar Rp. 5.050.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 5.050.000,- sisa anggaran Rp. 0,- atau sebesars 100% dana terserap dengan hasil Tertib dan Lancarnya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD .
f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD pada Tahun Anggaran 2023 dengan jumlah dana sebesar Rp. 2.299.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 2.244.000,- sisa anggaran Rp. 55.000,-atau sebesar 97,61% dengan hasil Tertib dan Lancarnya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
	Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada Tahun Anggaran 2023 dengan jumlah dana sebesar Rp. 5.000.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 5.000.000,- sisa anggaran Rp. 0,- atau sebesar 100% dengan hasil meningkatnya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
Sub Kegiatan :
a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
	Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pada Tahun Anggaran 2023 dengan jumlah dana sebesar Rp. 2.113.454.844,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.030.697.727,- sisa anggaran Rp. 62.757.117,- atau sebesar 96,07% dana terserap dengan hasil Tertib dan Lancarnya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 
	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD pada Tahun Anggaran 2023 dengan jumlah dana sebesar Rp.3.110.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 3.110.000,- sisa anggaran Rp. 0,- atau sebesar 100 % dana terserap dengan hasil Tertib dan Lancarnya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD .
c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD.
	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD pada Tahun Anggaran 2023 dengan jumlah dana sebesar Rp. 1.890.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 1.890.000,- sisa anggaran Rp. 0,- atau 100% dana terserap dengan hasil Tertib dan Lancarnya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/ Semesteran SKPD.
d. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran. 
	Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran pada Tahun Anggaran 2023 dengan jumlah dana sebesar Rp. 2.510.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.985.000,- sisa anggaran Rp.0,- atau sebesar 100% dana terserap dengan hasil Tertib dan Lancarnya Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.
c. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
Sub Kegiatan :
a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor pada Tahun Anggaran 2023 dengan jumlah dana sebesar Rp. 3.419.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.419.000,-,- sisa anggaran Rp. 0,- atau sebesar 100% dana terserap dengan hasil meningkatnya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
b. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 
	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan pada Tahun Anggaran 2023 dengan jumlah dana sebesar Rp. 31.846.600,- dan teralisasi sebesar Rp. 31.846.600,- sisa anggaran Rp. 0,- atau sebesar 100 % dana terserap dengan hasil Tertib dan Lancarnya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD .
c. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan pada Tahun Anggaran 2023 dengan jumlah dana sebesar Rp.5.010.000,- dan teralisasi sebesar Rp 5.010.000.,- sisa anggaran Rp. 0,- atau 100% dana terserap dengan hasil meningkatnya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
d. Fasilitasi Kunjungan Tamu.
	Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu pada Tahun Anggaran 2023 dengan jumlah dana sebesar Rp.5.355.000,- dan teralisasi sebesar Rp5.355.000,- sisa anggaran Rp. 0,- atau 100% dana terserap dengan hasil Tertib dan Lancarnya Fasilitasi Kunjungan Tamu.
e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. 
Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada Tahun Anggaran 2023 dengan jumlah dana sebesar Rp.84.098.000,- dan teralisasi sebesar Rp 84.098.000,- sisa anggaran Rp. 0,- atau 100% dana terserap dengan hasil Tertib dan Lancarnya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
Sub Kegiatan :
a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat pada Tahun Anggaran 2023 dengan jumlah dana sebesar Rp. 6.440.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 6.440.000,- sisa anggaran Rp.0,- atau sebesar 100% dana terserap dengan hasil Tertib dan Lancarnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 
	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada Tahun Anggaran 2023 dengan jumlah dana sebesar Rp.21.650.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 20.454.411,- sisa anggaran Rp. 1.195.589- atau sebesar 94,48 % dana terserap dengan hasil Tertib dan Lancarnya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik .
c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor pada Tahun Anggaran 2023 dengan jumlah dana sebesar Rp.89.346.100,- dan teralisasi sebesar Rp.88.943.600,- sisa anggaran Rp.402.500,- atau 99.55% dana terserap dengan hasil Tertib dan Lancarnya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
Sub Kegiatan :
a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,BiayaPemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada Tahun Anggaran 2023 dengan jumlah dana sebesar Rp.75.285.000,- dan terealisasi sebesar Rp.71.519.750,- sisa anggaran Rp. 3.765.250,- atau sebesar 92,83% dana terserap dengan hasil Tertib dan Lancarnya Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,BiayaPemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 
b.  Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya pada Tahun Anggaran 2023 dengan jumlah dana sebesar Rp. 5.190.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 5.190.000,- sisa anggaran Rp.0,- atau sebesar 100% dana terserap dengan hasil Tertib dan Lancarnya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya pada Tahun Anggaran 2023 dengan jumlah dana sebesar Rp. 17.595.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 17.595.000,- sisa anggaran Rp.0,- atau sebesar 100% dana terserap dengan hasil Tertib dan Lancarnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
II. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 
Kegiatan :
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
Sub Kegiatan :
a. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
	Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa pada Tahun Anggaran 2023 dengan jumlah dana sebesar Rp. 61.030.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 60.930.800,- sisa anggaran Rp.99.700,- atau sebesar 99,84% dana terserap dengan hasil Tertib dan Lancarnya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
b. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa pada Tahun Anggaran 2023 dengan jumlah dana sebesar Rp. 79.958.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 79.418.200,- sisa anggaran Rp.539.800,- atau sebesar 99,32% dana terserap dengan hasil Tertib dan Lancarnya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
c. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
	Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa pada Tahun Anggaran 2023 dengan jumlah dana sebesar Rp.123.167.500,- dan terealisasi sebesar Rp.123.083.300,- sisa anggaran Rp.84.200 atau sebesar 99.93% dana terserap dengan hasil Tertib,Lancar dan terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
d. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
	Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan pada Tahun Anggaran 2023 dengan jumlah dana sebesar Rp.49.999.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 49.906.9900,- sisa anggaran Rp. 93.000 atau sebesar 99,81% dana terserap dengan hasil Tertib,Lancar dan terlaksananya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan.
III. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 
Kegiatan :
1. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan :
a. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan(RT, RW, PKK,Posyandu, LPM,dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan(RT, RW, PKK,Posyandu, LPM,dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat pada Tahun Anggaran 2023 dengan jumlah dana sebesar Rp. 1.000.711.000,- dan terealisasi sebesar Rp.999.288.900,- sisa anggaran Rp. 1.422.100,- atau sebesar 99.86% dana terserap dengan hasil Tertib,Lancar dan terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan(RT, RW, PKK,Posyandu, LPM,dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
b. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
	Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga pada Tahun Anggaran 2023 dengan jumlah dana sebesar Rp.0,- dan terealisasi sebesar Rp.0,- sisa anggaran Rp. 0,- atau sebesar 0% dana terserap dengan hasil Tertib,Lancar dan terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
D. HAMBATAN, SARAN DAN REKOMENDASI 
1. Hambatan merupakan suatu kondisi/ keadaan yang apabla tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal ini tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejateraan masyarakat Lampung Barat.
Adapun permasalahan yang dirasakan dalam melaksanakan Program dan Kegiatan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon lemahnya kapastas masyarakat desa/kelurahan terhadap pemanfaatan potens sumber daya dalam pengembangan usaha ekonomi produktif sehingga menyebabkan potensi Sumber Daya tidak bisa dimanfaatkan secara optimal.
            Saran dan Rekomendasi sebagai upaya penyelesaian permasalahan diatas adalah:
1. Terus melakukan koordinasi terkait permasalahan- permasalahan yang terjadi di Daerah tersebut dan Melakukan sosialisasi serta koordinasi dengan aparatur Pemerintah.
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